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ABSTRAK 

 Kedudukan Hukum Poligami Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Hukum Islam merupakan suatu pelanggaran dan tidak sah oleh 

hukum negara karena tidak memenuhi persyaratan yaitu tidak ada izin yang diberikan 

oleh lembaga pengadilan sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang 
perkawinan dan kompilasi hukum Islam sehingga implikasi Poligami Tanpa Izin 

menurut Undang-undang perkawina Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 nantinya akan berdampak pada keabsahan perkawinan, 

serta gugatan dan pembatalan perkawinan, perceraian, pembagian harta gono gini, 

hak waris jika suaminya meninggal, bahkan bisa berujung pidana. 
Kata Kunci : Hukum Poligami ; Implikasi, Undang-Undang 

 

Abstract 

The Legal Position of Unlicensed Polygamy According to Law Number 16 of 2019 
Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law is a 

violation and is not legal by state law because it does not meet the requirements, 

namely there is no permission granted by the court institution as referred to in 

paragraph (1). has been determined by the marriage law and compilation of Islamic 
law so that the implications of Unlicensed Polygamy according to the Marriage Law 

Number 16 of 2019 Amendments to Law Number 1 of 1974 will later have an impact 

on the validity of marriages, as well as lawsuits and annulment of marriages, divorce, 

distribution of Gono's property, inheritance rights if her husband dies, can even lead to 

a crime. 
Keywords: Law of Polygamy; Implications, Act 

 

 

PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan oleh Allah 
Swt, disamping  sebagai makhluk 

individual,  juga sebagai makhluk 

sosial, tentu manusia mempunyai 

tugas dan tanggungjawab terhadap 

dirinya sendiri maupun dengan 

lingkungan masyarakat.(“EKSPRESI 
SENYUM UNTUK Meningkat. Hub. 

Interpers.,” 2016)”. Dalam 

membangun masyarakat, Islam telah 

memberi perhatian yang sangat besar 
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terhadap pembentukan keluarga 

melalui perkawinan. Ikatan 

perkawinan selalu mendambakan 

kehidupan keluarga  yang  bahagia, 

tentram, damai  yang dilandasi oleh 
rasa cinta dan kasih sayang 

merupakan jembatan dari suatu 

perkawinan.  

Kenyataannya dalam menjalani 

kehidupan perkawinan selalu saja 

muncul yang dapat memicu timbulnya 

permasalahan yaitu adanya keinginan 
suami untuk melakukan poligami. 

Poligami adalah “perkawinan laki-laki 

(suami) mengawini beberapa (lebih 

dari satu) isteri  pada waktu yang 
bersamaan (Ichsan, 2018).”                 

Pandangan masyarakat terhadap 

poligami beragam, ada yang setuju 

namun juga ada yang tidak setuju. 
Secara implisit Al-Qur’an sudah 

memberikan warning dan 

memperbolehkan poligami 

sebagaimana Allah berfirman dalam 

Q.S An-Nisa Ayat 3 : 

                 

                  

                    

      

Terjemahnya : 
“Dan jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yatim (bilamana 

kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi 

jika kamu khawatir tidak akan 
mampu berlaku adil, maka (nikahilah) 

seorang saja, atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang 

demikian itu lebih dekat agar kamu 

tidak berbuat zalim (Rosyada, 2019)”. 

Ayat tersebut di atas 
memberikan pengertian “apakah 

kamu yakin berpoligami dapat 

berlaku adil, jika kamu tidak mampu 

berlaku adil secara hakiki namun 

berhati-hatilah jangan sampai kamu 

mencintai sebagian isterimu dan 

mengabaikan yang lain. Seorang 
suami boleh mempunyai istri lebih 

dari satu sepanjang suami 

mempunyai alasan-alasan dan 

memenuhi persyaratan terhadap 

perkawinan poligami yang telah 

diatur dalam UU Perkawinan No. 16 

Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 
Tahun 1974 dan peraturan 

Pelaksanaannya dalam Nomor  9 

Tahun 1975, serta Instruksi Presiden 

Nomor  1  Tahun  1991  tentang 

Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) 

(Ulfiyati, 2016)”.  
Kenyataannya  poligami  tetap  

saja terjadi tanpa memenuhi syarat 

yang telah ditetapkan oleh Undang-

undang Perkawinan. Praktek poligami 

yang tidak sesuai dengan aturan dan 

syarat yang telah ditetapkan dalam 
hukum perkawinan maka perlu 

ketegasan berupa sanksi bagi 

mereka yang melakukan poligami 

tanpa izin. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 
dengan pendekatan studi 

kepustakaan kepustakaan (Library 

Research). (Setiawan, 2020) 

menyebutkan bahwa :” penelitian 

kepustakaan ialah segala usaha yang 

dilakukan oleh peneliti untuk 
menghimpun data dari berbagai 

literatur dan informasi”. Sumber data 

dalam penelitian ini berupa buku, 

jurnal dan situs internet yang relevan 

dengan topik yang dipilih.Adapun 

teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian 
ini adalah dokumentasi, yakni 

“mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, buku, 

makalah atau artikel, jurnal dan 

sebagainya(Patmasari, 2020)”. 

Sedangkan teknik anaalisa data yang 



Syattar Volume 2 No.1, November  2021     ISSN 2747-0350 

 

La Hanuddin  20 

 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif analitis yaitu dengn 

menggambarkan dan menjelaskan 

data yang diperoleh sehingga hal 

yang dapat dipermasalahkan dapat 
dijawab secara jelas dan 

akurat.(Melfianora, 2018)”. 

 

PEMBAHASAN 

Poligami adalah perkawinan 

seorang suami dengan lebih dari 

seorang istri dalam waktu yang 
bersamaan. Poligami bisa dikatakan 

sebagai suami mempunyai istri lebih 

dari satu orang secara bersamaan. 

Adapun secara terminologis, poligami 

dapat dipahami sebagai suatu 

keadaan dimana seorang suami 
memiliki istri lebih dari satu orang 

(Maknunah, 2017)”.  

Poligami hukumnya : “mubah 

(boleh) seperti yang disyaratkan ayat 

tersebut di atas, ayat itu menjelaskan 

kehalalan poligami dengan syarat 
dapat berlaku adil. Jika syarat itu 

tidak dapat dipenuhi seorang suami 

akan berada pada suatu kezoliman 

dan menyakiti istri-istrinya atau tidak 

dapat memenuhi haknya untuk 

berbuat adil maka poligami menjadi 

haram dan jika merasa kemungkinan 
besar menzolimi salah satu dari 

istrinya maka poligami akan menjadi 

makruh (Haryadi, 2009)”. “Islam 

tidak mengharuskan seorang laki-laki 

untuk menikah dan memiliki isteri 

lebih dari satu akan tetapi, 
seandainya ia ingin melakukannya, ia  

diperbolehkan,  biasanya  sistem  

poligami  tidak  akan digunakan 

kecuali dalam kondisi mendesak saja 
(Perdata et al., 2019)”. 

A. Poligami Menurut Hukum 

Positif 

Secara umum pesoalan 

perkawinan di Indonesia 

termasuk masalah poligami 
secara formal telah diatur dalam 

undang-undang. Produk 

Undang-undang dan peraturan 

tersebut pada hakikatnya  

merupakan  upaya  pembatasan 

poligami  yang digali dari nilai-

nilai agama Islam sebagai 

instrumen menciptakan relasi 
suami istri yang adil, seimbang 

dengan prinsip kesetaraan. 

Poligami merupakan 

pengecualian saja, yang 

diberikan kepada orang yang 

menurut hukum dan agamanya 

diperbolehkan. Salah satu asas 
perkawinan menurut sistem 

hukum Indonesia adalah asas 

monogami artinya “oleh hukum 

yang berlaku di Indonesia 

seorang pria hanya boleh 

memiliki seorang istri, begitu 
juga sebaliknya seorang wanita 

hanya boleh memiliki seorang 

suami. Terhadap asas monogami 

ini oleh hukum dibuka 

kekecualian artinya masih 

diperbolehkan asalkan memenuhi 
syarat, alasan dan prosedur 

tertentu (Ulfiyati, 2017)”.  

Pengaturan tentang  

poligami  dalam  Undang-Undang  

Perkawinan  terdapat dalam 

Pasal 4 ayat (1) dan (2). 

Undang-Undang ini sebagai 
bentuk respon positif untuk 

mengatur seorang suami yang 

ingin menikah  dengan  lebih  

dari  satu  orang  (istri).  “Pasal 

4 ayat (2) UU Perkawinan 

dijelaskan bahwa Pengadilan 
agama hanya  memberikan izin 

kepada suami yang akan beristri 

lebih dari seorang, apabila:  

a. istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri 

b. istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak 
dapat disembuhkan  

c. istri tidak dapat melahirkan 

keturunan (D et al., 

2018)”. 

Selain yang telah disebutkan 

di atas, “(Pasal 5 ayat (1) UU 
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Perkawinan) menyebutkan 

bahwa: 

a. adanya perjanjian dari 

istri/istri-istri 

b. adanya  kepastian  bahwa  
suami  mampu  menjamin  

keperluan-keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak 

mereka 

c. adanya jaminan bahwa suami 

akan berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak 
mereka (Setyoningrum, 

2018)”. 

Kalau diperhatikan 

ketentuan aturan hukum 

sebagaimana telah disebutkan di 

atas kebanyakan dari pelaku 
poligami hanya mengedepankan 

pemenuhan nafsu belaka 

sehingga mengabaikan prinsip 

terwujudnya keadilan dan 

kemaslahatan. Pengaturan 

prosedur poligami juga dapat  
dilihat pada pasal 40 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

disebutkan bahwa “apabila 

seorang suami bermaksud untuk 

beristeri lebih dari seorang maka 

wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada 
pengadilan. Sedangkan tugas 

Pengadilan telah diatur pada 

pasal 41 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: 

a. Ada atau tidaknya alasan yang 

memungkinkan seorang suami 
kawin lagi 

b. Ada atau tidak adanya 

persetujuan dari isteri, baik 

persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan 

itu merupakan persetujuan 

lisan, persetujuan itu harus 
diucapkan di depan sidan 

pengadilan 

c. Ada atau tidaknya kemampuan 

suami untuk menjamin 

kehidupan isteri-isteri dan 

anak-anak, dengan 

memperlihatkan: 

1) Surat keterangan mengenai 

penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh 
bendahara tempat kerja; 

atau 

2) Surat keterangan pajak 

penghasilan; atau 

3) Surat keterangan lain yang 

dapat diterima oleh 

pengadilan  
4) Ada atau tidaknya jaminan 

bahwa suami akan berlaku 

adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anak mereka 

dengan pernyataan atau 

janji dari suami yang dibuat 
dalam bentuk yang 

ditetapkan untuk itu 

(Sudibyo, 2018)”. 

Pelanggaran pasal tersebut 

telah diatur pada pasal 45 PP No. 

9 Tahun 1974 tentang ketentuan 
pidananya “seperti pada ayat (1) 

pasal tersebut dengan denda 

setinggi-tingginya Rp. 7.500, 

rupiah dan menghukum bagi 

seseorang yang ingin 

mengadakan pernikahan yang 

tidak mendapatkan izin dari 
pengadilan agama dan tidak 

memberitahukan kepada KUA, 

pemberian sanksi hukuman juga 

berlaku bagi pegawai pencatat 

nikah yang melanggar atau tidak 

melaksanakan tugasnya 
sebagaimana mestinya (Khaira & 

Yahya, 2018)”. 

Berdasarkan hal tersebut 

di atas, sudah jelas menunjukkan 

3 (tiga) alasan yang dijadikan 

dasar pengajuan permohonan 

poligami harus diperketat  karena 
poligami bukan perintah agama 

tetapi hanya dibolehkan dengan 

beberapa syarat-syarat yang 

harus dipenuhi yaitu suami harus 

meminta persetujuan isteri 

terlebih dahulu.  
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1. Syarat-Syarat Poligami 

Seorang suami agar ia 

dapat beristeri lebih dari 

seorang, “diatur dalam Pasal 4 

ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 
jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 

Tahun 1975 yaitu dengan 

syarat sebagai berikut : 

a. Isteri tidak dapat 

menjalankan kewajiban 
sebagai isteri 

b. Isteri mendapat cacad badan 

atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan 

c. Isteri tidak dapat melahirkan 

keturunan (Nuroniyah et al., 

2018)”. 

2. Batasan Poligami 

Sebagaimana telah 
dijelaskan pada bagian 

terdahulu bahwa “dalam suami 

berpoligami yang diutamakan 

adalah berlaku adil karena adil 

merupakan syarat utama yang 

harus diperhatikan. Begitu pula 
batasan isteri yang dipoligami 

hanya batas sampai empat 

orang saja yang telah 

ditentukan oleh oleh agama 

(Batasannya, 2015)”. 

3. Delik Poligami  

Kata delik adalah 
perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana bagi 

barangsiapa melanggar 

larangan tersebut. Unsur delik 

meliputi dari unsur subyektif 

dan unsur obyektif. Unsur 
obektif berasal dari diluar diri 

manusia berupa suatu 

tindakan, akibat dan keadaan 

yang kesemuanya dilarang 

dan diancam dengan hukuman 

oleh undang-undang. 

“Pelanggaran atas peraturan 
tersebut merupakan peristiwa 

pidana yang digolongkan pada 

jenis pidana pelanggaran 

bukan digolongkan pidana 

kejahatan ringan yang 

ancamannya terdapat pada 

pasal 3, 10 ayat (3) dan pasal 

40 PP No 9 Tahun 1975, 

tergolong ringan karena sanksi 

ancaman dengan denda 
setinggi-tingginya Rp. 7.500 

(tujuh ribu lima ratus 

rumpiah) (Pura & Faridah, 

2020)”. 

Berbeda dengan 

ketentuan sanksi pidana atas 

perbuatan yang diatur pada 
pasal 279 KUH Pidana bahwa : 

“hukum pidana memandang 

perbuatan poligami ilegal yang 

telah ditetapkan UU sebagai 

perbuatan pidana kategori 

kejahatan ringan yang dapat 
diancam sanksi pidana penjara 

paling lama lima tahun. Pasal 

279 ayat (1)  KUHP tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Barang siapa mengadakan 

perkawinan pada 
mengetahui bahwa 

perkawinannya yang telah 

ada menjadi penghalang 

yang sah untuk itu; 

b. Barang siapa mengadakan 

perkawinan padahal 

mengetahui bahwa 
perkawinan-perkawinan 

pihak lain menjadi 

penghalang untuk itu 

(Roszi, 2018)”. 

  Dari ketentuan di atas, 

dapat dijelaskan bahwa unsur 
obyektifnya yaitu mengadakan 

perkawinan dan unsur 

subyektifnya adalah barang 

siapa, ini menyebutkan orang 

sebagai subyek hukum yang 

dapat dimintai 

pertanggungjawaban di depan 
hukum karena unsur barang 

siapa harus memenuhi 

kecakapan hukum baik hukum 

pidana maupun hukum 

perdata.  
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B. Poligami Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) 

Secara umum poligami 

sudah umum dilakukan oleh 

setiap orang sewaktu Islam 
datang, untuk menjaga keutuhan 

rumah tangga dan masyakat. 

“Poligami secara umum menurut 

Islam terbuka untuk semua 

orang yang mampu 

melakukannya, tetapi juga 

sebaliknya jika tidak mampu 
memberi nafkah atau keadilan 

maka islam melarangnya karena 

poligami yang dilakukan tidak 

mampu mendatangkan 

kemaslahatan (Cahyani, 2018)”. 

Berbeda dengan poligami 
yang dilakukan oleh rasulullah 

karena semata-mata untuk suatu 

kemaslahatan. sebagaimana 

telah dijelaskan dalam “Q.S. An-

Nisa ayat 19 : 

               

     

Terjemahnya : 
Jangan tinggalkan dia (isterimu) 

sama sekali dan kamu biarkan 

dia terombang ambing tidak 

menentu (Siregar, 2020)”. 

Ayat tersebut 

mengingatkan kepada laki-laki 

tidak diperbolehkan menyatakan 
kecenderungan cintanya kepada 

salah seorang isteri diantara 

mereka secara mencolok 

sehingga dapat menimbulkan 

sakit hati dan kecemburuan 

mengakibatkan permusuhan 
diantara para isteri. Berdasarkan 

hal di atas, para ulama telah 

menetapkan persyaratan bila 

seorang laki-laki ingin menikah 

lebih dari seorang isteri sebagai 

berikut : “ 
a. Harus memiliki kemampuan 

dan kekayaan yang cukup 

untuk membiayi berbagai 

kebutuhan para isterinya 

b. Harus berlaku adil pada semua 

isterinya, setiap isteri 

diperlakukan sama dalam 
memenuhi hak mereka (Wahid 

Syafi, 2020)”. 

Jika suami dihawatirkan 

akan berbuat zalim sebagaimana 

terdapat dalam firman Allah: 

“Qur’an  (Surat Annisa : 4 : 29)  

             

            

                

         

Terjemahnya:  

Dan kamu sekali-kali tidak akan 

dapat Berlaku adil di antara 

isteri-isteri(mu), walaupun kamu 

sangat ingin berbuat demikian, 

karena itu janganlah kamu 

terlalu cenderung (kepada yang 
kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-

katung. dan jika kamu 

Mengadakan perbaikan dan 

memelihara diri (dari 

kecurangan), Maka 
Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha 

Penyayang (Wahidin, 2018)”. 

Ayat tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa yang berlaku 

adil secara mutlak hanyalah Allah. 
 

C. Implikasi Poligami Tanpa Izin 

Menurut Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 dan 

Kompilasi Hukum Islam 

1. Implikasi Poligami Tanpa 

Izin Menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 

2019 

Meski masih menimbulkan 

pro dan kontra di masyarakat 
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dan dibolehkan hukum praktek 

dperkawinan poligami jelas 

akan berdampak bukan hanya 

pada pasangan yang 

bersangkutan tetapi juga 
berdampak pada 

keturunannya. Menurut Azizah 

bahwa : “dampak perkawinan 

tidak tercatat akibat poligami 

tanpa izin diantaranya : 

a. Suami-isteri tersebut tidak 

mempunyai akta nikah 
sebagai bukti mereka telah 

menikah secara sah 

menurut agama dan 

negara 

b. Anak-anak tidak 

memperoleh akta 
kelahiran dari isteri yang 

berwenang karena untuk 

mendapatkan akta 

kelahiran itu diperlukan 

akta nikah dari orang 

tuanya 
c. Anak-anak tidak dapat 

mewarisi harta orang 

tuanya karena tidak ada 

bukti autentik yang 

menyatakan mereka 

sebagai ahli waris orang 

tuanya 
d. Tidak memperoleh hak-hak 

lainnya dalam pelaksanaan 

administrasi negara yang 

mesti harus dipenuhi 

sebagai bukti diri 

e. Perkawinannya dianggap 
tidak sah 

f. Anak hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibu 

g. Anak dan Ibunya tidak 

berhak atas warisan 

(Azizah, 2020)”. 
2. Implikasi Poligami Tanpa 

Izin Menurut Kompilasi 

Hukum Islam  

Islam tidak 

menganjurkan poligami 

apalagi mewajibkannya tetapi 

“dalam ajaran Islam hanyalah 

pintu darurat kecil yang 

disiapkan untuk situasi dan 

kondisi darurat (Malik, 2019)”. 

Praktek poligami dalam 
masyarakat telah 

menimbulkan problem sosial 

yang meluas dan 

memperhatinkan diantaranya 

adalah : “tingginya angka 

kekerasan terhadap 

perempuan, terjadinya kasus 
penelantaran isteri dan 

pelanggaran hak-hak anak 

(Abror, 2019)”. Ketentuan 

poligami dalam hukum 

khususnya telah diatur dalam 

kompilasi hukum Islam secara 
tegas bahwa : “Keberadaan 

poligami tanpa izin 

menunjukan posisi subordinat 

dan faktor ketidak berdayaan 

perempuan dihadapan laki-laki 

(Ma’rifah, 2015)”. 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis 

peneliti dapat memberikan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : “ 

1. Bahwa Kedudukan Hukum Poligami 

Tanpa Izin Menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 
Perubahan Atas Undang-Undang  

Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam yaitu 

merupakan suatu pelanggaran dan 

tidak sah oleh hukum negara 

karena tidak memehui persyaratan 

yaitu tidak ada izin yang diberikan 
oleh lembaga pengadilan 

sebagaimana telah ditetapkan oleh 

undang-undang perkawinan dan 

kompilasi hukum Islam.  

2. Bahwa implikasi Poligami Tanpa 

Izin menurut Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan 

Atas Undang-Undang  Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam yaitu akan berdampak pada  

keabsahan perkawinan, gugatan 
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pembatalan perkawinan, 

perceraian, pembagian harta gono 

gini, hak waris jika suaminya 

meninggal, bahkan bisa berujung 

pidana”. 
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